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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 

A. Pajak dan Pajak Daerah 

1. Sejarah Pemungutan Pajak 

Dalam suatu negara untuk menjalankan fungsinya pemerintah atau 

penguasa setempat memerlukan dana atau modal. Modal yang diperlukan itu 

salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak dari rakyat. Pajak juga 

merupakan gejala sosial dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat, tanpa 

ada masyarakat, tidak mungkin ada suatu pajak. Keberadaan pajak sebagai 

pungutan kepada rakyat suatu negara sudah ada sejak zaman Romawi. 

Pemungutan pajak pada zaman Romawi tidak dilakukan oleh raja, tetapai 

melalui pendelegasian wewenang kepada pemungut pajak yang disebut 

publican.
11

 

Pada mulanya pajak merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma- 

cuma) namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan 

yang harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat) kepada seorang raja atau 

penguasa. Saat itu, rakyat memberikan upetinya kepada raja atau penguasa 

berbentuk natural berupa padi, ternak, atau hasil tanaman lainnya seperti 

pisang, kelapa, dan lain-lain. Pemberian yang dilakukan rakyat saat itu 

digunakan untuk keperluan atau kepentingan raja atau penguasa setempat dan 

tidak ada imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat karena 
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memang sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak dan seolah-olah ada 

tekanan secara pisikologis karena kedudukan raja yang lebih tinggi status 

sosialnya dibandingkan rakyat. 

Dalam perkembangannya, sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak 

lagi hanya untuk kepentingan raja saja, tetapi sudah mengarah kepada 

kepentingan rakyat itu sendiri. Artinya pemberian kepada rakyat atau 

penguasa digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk menjaga 

keamanan rakyat, memelihara jalan, pembangun saluran air, membangun 

sarana sosial lainnya, serta kepentingan umum lainnya. 

Perkembangan dalam masyarakat mengubah sifat upeti (pemberian) 

yang semula dilakukan cuma-cuma dan sifatnya memaksa tersebut, yang 

kemudian dibuat suatu aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya yang 

memaksa tetap ada, namun unsur keadilan lebih diperhatikan. Untuk 

memenuhi unsur keadilan inilah maka rakyat diikutsertakan dalam membuat 

aturan-aturan dalam pemungutan pajak, yang nantinya akan dikembalikan 

juga hasilnya untuk kepentingan rakyat sendiri. 

Di Indonesia sebelum kedatangan bangsa Eropa, kerajaan seperti 

Mataram, Kediri, Majapahit, dan Pajang sudah mengenal bentuk pajak tanah 

dan pajak tidak langsung terhadap barang dagangan. Pejabat kerajaan 

pemungut pajak tidak digaji kerajaan sehingga sering kali mereka 

menerapkan pajak secara berlebihan. 
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Pada masa Gubernur Jendral Raffles (1811-1815) menyelenggarakan 

administrasi dan reorganisasi yang mengeluarkan banyak uang. Raffles 

mengadakan pembaruan sistem pajak yang dikenal dengan sistem landrente 

stelsel, dimana sistem pajak tersebut mengambil contoh dari Benggala, India. 

Pada masa penjajahan Kolonial pajak merupakan hal yang dieksploitasi untuk 

kepentingan penjajah. Pajak dilaksanakan tidak memperhatikan keadilan, 

kemampuan, dan hak asasi manusia bangsa Indonesia, tetapi menjadi beban 

penderitaan dan pengorbanan luar biasa rakyat indonesia
12

 

2. Pengertian Pajak dan Fungsi Pajak 

Istilah pajak berasal dari bahasa jawa yaitu “ajeg” yang berarti 

pungutan teratur pada waktu tertentu. Pa-ajeg berati pungutan teratur terhadap 

hasil bumi sebesar 40% dari yang dihasilkan petani untuk diserahkan kepada 

raja dan pengurus desa.
13

 

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro 

merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya Undang-undang yang 

menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan 

sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, Negara mempunyai kekuatan 

untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk 

penyelenggaraan pemerintahan.
14
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Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam 

pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber daya yang berasal dari 

dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan 

yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak sebagai salah satu sumber 

pendapatan utama yang diperoleh dari sumber dana dalam negeri, merupakan 

iuran rakyat untuk kas negara yang tidak mendapat balas jasa secara langsung 

dan digunakan dalam pembiayaan pembangunan.Adapun beberapa definisi 

atau pengertian pajak yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh di Indonesia dan 

Undang-undang sebagai berikut: 

a. Smeets dalam Wirawan B, dan Burton mendefinisikan “Pajak adalah 

prestasi kepada Pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, 

dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat 

ditunjukan dalam hal individual: maksudnya adalah untuk membiayai 

pengeluaran pemerintah”.
15

 

b. Undang-undang No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata 

Cara Perpajakan sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan UU No 28 tahun 2007 (selanjutnya disebut dengan UU KUP), 

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 
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Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S. H Pajak 

adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang 

dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan dapat digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum.
16

 Pengertian pajak menurut beberapa ahli 

yang dikutip dari Resmi.
 17

 

a. Menurt Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S. H: “Pajak adalah iuran rakyat 

kepada kas Negara berasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) 

dengan tiak mendapatka jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung 

dapat ditunjukan, dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum” 

b. Menurut S. I. Djajadiningrat: “Pajak sebagai suatu kewajiban 

menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan 

suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan 

tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yag 

ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal 

balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan 

secara umum”. 

c. Menurut Dr. N. J. Feldmann: “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan 

sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang 
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ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-

mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”. 

d. Definisi pajak menurut UU No.28 Tahun 2007: Pajak adalah kontribusi 

wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbaln secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Jadi pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan rakyat kepada Negara 

menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) yang tidak diberikan 

balas jasa secara langsung untuk membiayai pengeluaran rutin Negara yang 

tak lain juga diperuntukkan untuk kesejahteraan umum. 

3. Asas-Asas Perpajakan 

Menurut para ahli terdapat beberapa asas perpajakan, seperti yang 

disampaikan oleh para ahli berikut ini:
18

 

a. Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations dengan ajaran 

yang terkenal "The Four Maxims", asas pemungutan pajak adalah 

sebagai berikut: 

1) Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas 

keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus 

sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara 

tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. 
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2) Asas Certainty (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus 

berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai 

sanksi hukum. 

3) Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat 

waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang 

tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib 

pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak 

menerima hadiah. 

4) Asas effeciency (asas efesien atau asas ekonomis): biaya pemungutan 

pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya 

pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak. 

b. Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut: 

1) Asas daya pikul: besar kecilnya pajak yang dipungut harus 

berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi 

penghasilan akan semakin tinggi pajak yang dibebankan. 

2) Asas manfaat: pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan 

untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum. 

3) Asas kesejahteraan: pajak yang dipungut oleh negara digunakan 

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

4) Asas kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang 

satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang 

sama (diperlakukan sama). 
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5) Asas beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak diusahakan 

sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan 

nilai obyek pajak. Sehingga tidak memberatkan para wajib pajak. 

4. Fungsi pajak 

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak 

merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran 

termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak 

mempunyai beberapa fungsi, yaitu:
19

 

1) Fungsi anggaran (budgetair) 

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-

tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara 

membutuhkan biaya.  

2) Fungsi mengatur (regulerend) 

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui 

kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan 

sebagai alat untuk mencapai tujuan 

3) Fungsi stabilitas 

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk 

menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga 
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sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain 

dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, 

penggunaan pajak yang efektif dan efisien. 

4) Fungsi redistribusi pendapatan 

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk 

membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai 

pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada 

akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. 

5. Sistem Perpajakan 

Menurut Resmi, System perpajakan dapat disebut sebagai metode atau 

cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak dapat 

mengalir ke kas Negara, system pemungutan pajak dapat dibedakan atas:
20

 

1) Official Assessment System adalah suatu system pemungutan pajak yang 

member wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan 

besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. 

2) Self assessment System adalah suatu system pemungutan pajak yang 

memberi wewenang peenuh kepada wajib pajak untuk menghitung, 

menyetor dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. 

3) Withholding System adalah suatu system pemungutan pajak yang 

member wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong besarnya pajak 

yang terutang. 
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Di Indonesia, menerapkan ketiga sistem tersebut. Official assessment 

system diterapkan dalam hal pelunasan PPh (Pajak Pendapatan), dimana KPP 

Pratama Tampan Pekanbaru akan mengeluarkan surat ketetapan pajak 

mengenai besarnya Pajak Pendapatan yang terhutang setiap tahun. Jadi wajib 

pajak tidak perlu menghitung sendiri, tapi cukup membayar Pajak Pendapatan 

berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh 

KPP Pratama dimana tempat objek pajak tersebut terdaftar. Sedangkan self 

assessment sistem contohnya diterapkan dalam penyampaian SPT Tahunan 

PPh (baik untuk Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi dan 

SPT masa PPN, sementara withholding tax system diterapkan dalam 

mekanisme pemotongan/pemungutan sesuai PPH Pasal 21, PPH Pasal 22, 

PPH Pasal 23, PPH Pasal 26, PPH Pasal 4 ayat (2), PPH Pasal 15 dan PPN. 

6. Pengelompokan Pajak 

Pengelompokkan pajak menurut Mardiasmo dalam Rapina (2011:7) 

dibagi menjadi Tiga bagian yaitu: 
21

 

1) Pengelompokkan pajak menurut golongannya: 

a) Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib 

pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 

lain. Contoh: pajak penghasilan. 
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b) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak 

pertambahan nilai. 

2) Pengelompokkan pajak menurut sifatntya: 

a) Pajak Subjektif adalah Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 

contoh: pajak penghasilan. 

b) Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak 

pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. 

3) Pengelompokkan pajak menurut lembaga pemungutnya: 

a) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: pajak 

penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas 

barang mewah, pajak bumi dan bangunan dan bea meterai. 

b) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah 

terdiri atas: pajak provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan 

kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak 

kabupaten/kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, 

pajak reklame, dan pajak penerangan jalan. 
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7. Wajib Pajak dan Subjek Pajak 

Menurut Erly Suandi Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang 

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan 

untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut atau pemotong 

pajak tertentu”.
22

 Wajib pajak sesuai pasal 1 angka 2 UU KUP adalah orang/ 

pribadi/ badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut 

pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan 

perundang- undangan perpajakan.
23

  

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 

2011 tentang pajak daerah, yang dimaksud dengan wajib pajak adalah orang 

pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan 

perpajakan daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang 

terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
24

 Subjek pajak 

menurut Mansury merupakan subjek hukum yang menurut Undang-undang 

pajak diberi kewajiban perpajakan.
25

 

8. Pajak Daerah 

a. Pengertian Pajak Daerah 

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi 

wajib kepada daerah yang terutang oleh orang atau pribadi atau badan 
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yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak 

mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
26

 

b. Dasar Hukum 

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan 

retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 34 Tahun 2000 kemudian terakhir diubah dengan Undang-undang 

nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah28. Dalam 

pembagian hukum, hukum pajak termasuk kedalam hukum publik yang 

merupakan bagian dari hukum administrasi.
27

 

9. Pajak Kendaraan Bermotor 

Pengertian kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Daerah provinsi 

Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah adalah semua kendaraan 

beroda dua atau lebih besarta gandengannya yang digunakan disemua jenis 

jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan 

lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu energi tertentu menjadi tenaga 

gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan 

alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak 

melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. 
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Sedangkan Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB 

adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan 

bermotor. 

10. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor 

Adapun dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor diatur dalam pasal 

6 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 tahun 2011 Tentang pajak 

Daerah,yaitu: 

a. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dihitung sebagai perkalian 

dari 2 unsur pokok: a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB); b. Bobot 

yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau 

pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. 

b. Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan diluar jalan umum, 

termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaran diatas air, dasar 

pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan 

bermotor. 

c. Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dihitung berdasarkan 

faktor: a. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, 

roda dan berat kendaraan bermotor. b. Jenis bahan bakar kendaraan 

bermotor dibedakan menurut solar, premium, gas, listrik, tenaga surya, 

atau jenis bahan bakar lainnya, dan c. Jenis, penggunaan, tahun 

pembuatan, dan ciri-ciri kendaraan bermotor yang dibedakan atas jenis 

mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder. 
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d. Bobot sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam 

koefisien yang nilainya 1 (satu) lebih dari satu (satu) dengan pengertian 

sebagai berikut: a. Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan 

dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor 

tersebut dianggap masih dalam batas toleransi, dan b. Koefisien lebih 

besar dari 1(satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut 

dianggap melewati batas toleransi. 

e. Nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan pasaran umum atas 

suatu kendaraan bermotor. 

f. Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah rata-

rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. 

g. Nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama 

desember tahun pajak sebeluumnya. 

h. Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak 

diketahui nilai jual kendaraan bermotor dapat ditentukan berdasarkan 

sebagian atau seluruh faktor-faktor: a. Harga kendaraan bermotor dengan 

isi silinder dan atau satuan harga yang sama; b. Penggunaan kendaraan 

bermotor untuk umum atau pribadi; c. Harga kendaraan bermotor dengan 

merek kendaraan bermotor yang sama; d. Harga kendaraan bermotor 

dengan tahun pembuatan yang sama; e. Harga kendaraan bermotor 

dengan pembuat kendaraan yang sama; f. Harga kendaraan bermotor 



41 

 

dengan kendaraan bermotor sejenis; g. Dan harga kendaraan bermotor 

berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang (PIB). 

B. Pajak Dalam Perspektif Islam 

1. Pengertian Pajak Dalam Islam 

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah 

Dharibah, yang berasal dari kata dasar ابرض yang artinya: mewajibkan, 

menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, 

dan lain-lain. Sedangkan secara terminologi Dharibah adalah harta yang 

dipungut secara wajib oleh negara untuk selain Al-Jizyah, dan Al-Kharaj 

sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan dharibah. Dalam 

kitab Al Ahkam al Sulthaniyah karya Imam Al Mawardi, Kharaj 

diterjemahkan dengan kata pajak, sedangkan Jizyah tidak diterjemahkan 

dengan pajak, melainkan tetap disebut jizyah. Dalam kitab Shahih Abu 

Daud, seorang pemungut jizyah diterjemahkan dengan seorang pemungut 

pajak, padahal yang dimaksud adalah petugas jizyah. Dalam kitab Al-

Umm karya Imam Syafi’i, jizyah diterjemahkan dengan pajak. Dari 

berbagai penerjemahan ini tampaknya pengertian jizyah,kharaj, dan lain-

lain disatukan ke dalam istilah pajak.
28

 

Ada pun beberapa ulama yang memberikan definisi tentang pajak 

dalam Islam di antaranya: 

                                                 
28

 Gusfahmi,Pajak menurut Syariah:Edisi Revisi,(Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal.28-

29 
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1) Yusuf Qardhawi berpendapat, “pajak adalah kewajiban yang 

ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada 

negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali 

dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, 

sosial,politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara”. 

2) Gazi Inayah berpendapat, “pajak adalah kewajiban untuk membayar 

tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang 

bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan 

pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan 

dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan 

untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah”. 

3) Abdul Qadim Zallum berpendapat, “pajak adalah harta yang 

diwajibkan Allah Swt. Kepada kaum muslimin untuk membiayai 

berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang 

diwajibkan atas mereka pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau 

harta”. 

4) Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Juwaini berpendapat, “pajak adalah 

apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada 

orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang 

dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum) 

ketika tidak ada kas di dalam baitul mal”.
29

 

                                                 
29
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2. Karakteristik Pajak Dalam Islam 

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (dharibah) menurut syariat 

Islam yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sitem 

kapitalis, yaitu: 

1) Pajak (dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu, hanya 

boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. 

Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa 

dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun 

tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (mustahik).Sedangkan pajak 

dalam perspektif konvensional adalah selamanya (abadi). 

2) Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang 

merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang 

diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. 

Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional ditujukan untuk 

seluruh warga tanpa membedakan agama. 

3) Pajak (dharibah) hanya diambil dari kaum Muslim, tidak kaum non-

muslim. Sedangkan teori pajak konvensional tidak membedakan 

Muslim dan non-muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi. 

4) Pajak (dharibah) hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak 

dipungut dari selainnya. Sedangkan pajak dalam perspektif 

konvensional, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti 

PBB. 
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5) Pajak (dharibah) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan 

yang diperlukan, tidak boleh lebih. 

6) Pajak (dharibah) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut 

teori pajak konvensional, tidak akan dihapus karena hanya itulah 

sumber pendapatan.
30

 

C. Pendapatan Asli Daerah 

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan Perundang-undangan. Sementara 

itu Menurut Mardiasmo (2002), Pendapatan asli daerah adalah penerimaan 

daerah dari sektor pajak daerah, hasil perusahaan milik Negara, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan asli 

daerah yang sah. Menurut Bastianpendapatan asli daerah merupakan 

akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos 

retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik 

daerah, pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. 
31

 

Halim mengungkapkan bahwa pengertian Pendapatan Asli daerah 

(PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber 

ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 

empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan 
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milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, 

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.  

Tidak jauh berbeda dengan yang diungkapkan oleh Rahman, 

pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari 

hasil pajak daerah, hasil distribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam 

menggali pendanaan untuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan 

asas desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Halim adalah 

penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya 

sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Menurut Bratakusumah & Solihin 

pengertian PAD adalah pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang 

bersangkutan guna membiayai kegiatan-kegiatan daerah tersebut. Dalam 

kenyataannya PAD terdiri dari empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
 32

 

Dari beberapa pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan 

bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu 

daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang 

ada di daerah, jenis PAD sebenarnya (Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah), dan 

penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.  

                                                 
32
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Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-

undang No. 23 Tahun 2014, yaitu: 

1) Hasil pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang 

ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai 

badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan 

pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran 

umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang 

pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan; 

2) Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi 

pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena 

memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah 

bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu 

pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau 

harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materil, tetapi 

ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang 

sifatnya tidak menonjol. Dalam hal-hal tertentu, retribusi daerah 

adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah 

daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat; 

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil 

perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari 

keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana 

pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah 

yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, 
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sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat 

perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat 

menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan 

kemanfaatan umum, dan mengembangkan perekonomian daerah; 

4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan 

yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah. 

Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka 

bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang 

menghasilkan baik berupa materi dalam kegitan tersebut bertujuan 

untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan 

daerah disuatu bidang tertentu. 

2. Faktor Penentu Pendapatan Asli Daerah 

Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan Pendapatan 

Asli Daerah menurut Widayat adalah sebagai berikut: 
33

 

1) Banyak sumber pendapatan di kabupaten/kota yang besar, tetapi 

digali oleh instansi yang lebih tinggi, misalnya pajak kendaraan 

bermotor (PKB), dan pajak bumi dan bangunan (PBB); 

2) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum banyak memberikan 

keuntungan kepada Pemerintah Daerah; 

3) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi, 

dan pungutan lainnya; 
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4) Adanya kebocoran-kebocoran; 

5) Biaya pungut yang masih tinggi; 

6) Banyak Peraturan Daerah yang perlu disesuaikan dan 

disempurnakan; 

7) Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah. 

D. Pengertian Efektivitas 

Menurut Mardiasmo “Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu 

organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai 

tujuan, maka organisasitersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif”. 
34

 

Menurut Abdul Halim “Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah 

daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan 

dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah”.
35

  

Efektivitas merupakan perbandingan output dengan outcome. Pengukuran 

efektivitas bertujuan untuk mengetahui keberhasilan suatu organisasi dalam 

mencapai tujuannya.Apabila organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka 

organisasi tersebut dikatakan efektif. Kemampuan daerah dalam melakukan 

tugasnya dikategorikan efektif apabila rasio efektivitasnya semakin tinggi, 

menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.  

Efektivitas dalam pemerintah daerah dapat diartikan sebagai kegiatan tepat 

pada waktunya dan di dalam batas anggaran yang tersedia. Dapat juga berarti 
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pencapaian suatu tujuan dan sasaran atas apa yang telah direncanakan. Namun 

demikian, apabila yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaannya 

melenceng dari rencana semula, tetapi memiliki dampak yang menguntungkan 

bagi penerima, maka dapat dikatakan efektif.
36

 

Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan pajak kendaraan bermotor dan 

pajak bea balik nama kendaraan bermotor, maka efektivitas yang dimaksud adalah 

seberapa besar realisasi penerimaan atas pajak kendaraan bermotor dan pajak bea 

balik nama kendaraan bermotor dalam mencapai target yang seharusnya dalam 

periode tertentu. 
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